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Gampong Meunasah Papeun membutuhkan peningkatan infrastruktur khususnya 
pada pembangunan jalan, Namun sebagian masyarakat tidak memberikan 
lahannya untuk proses pembangunan jalan. Dalam Islam, harta tidak bergerak 
(Māl ‘uqār) yang dimiliki oleh seseorang baik berupa rumah, tanah maupun 
perpohonan terdapat hak bagi kepentingan umum yang harus dihibahkan atau 
diperjualbelikan. Pertayaan penelitian ini adalah pertama ; bagaimana kasus 
terkait Māl ‘uqār untuk pembangunan jalan kedua ; bagaimana tinjauan Yuridis 
tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada pembangunan 
jalan, ketiga ; bagaimana tinjauan konsep Haq al-Murūr mengatur Māl ‘uqār pada 
pembangunan jalan gampong Meunasah Papeun. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan diperoleh 
dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, serta data 
sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kasus terkait Māl ‘uqār untuk pembangunan jalan gampong Meunasah Papeun 
tidak dapat terealisasikan, karena terdapat pihak terkait tidak menjual tanahnya. 
Permasalahannya disebabkan karena tidak adanya kesepakatan harga antara 
pemilik tanah dengan perangkat gampong. Tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan 
tanah pribadi untuk kepentingan umum pada proses pembangunan jalan Gampong 
Meunasah Papeun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bahwa kegiatan 
penyediaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan 
adil kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut. Tinjauan konsep Haq al-
Murūr terhadap Māl ‘uqār pada pembangunan jalan, seharusnya pihak-pihak 
terkait memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan, dikarenakan jalan 
tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan atas tanah yang dimiliki oleh 
masyarakat terdapat hak seluruh mukmin demi terjuwudnya kemaslahatan 
masyarakat umum. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 
 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilam 
bangkan 
 61 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب B  61 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  61 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
61 غ G  
5 ج J  02 ف F  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
06 ق Q 
 
7 خ Kh  00 ك K  
8 د D  02 ل L  
9 ذ Ż 
z dengan titik 
di atasnya 
02 م m 
 
10 ر R  02 ن N  
11 ز Z  01 و w  
12 س S  01 ه H  
13 ش Sy  01 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
01 ي Y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
    
 
 
ix 
2. Konsonan  
 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
و  َ  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
 
فيك : kaifa لوه : haula 
 
 
 
x 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ا  َ /ي  
Fatḥahdan alif atau ya 
Ā 
ي  َ  Kasrah dan ya Ī 
ي  َ  Dammah dan wau Ū 
 
Contoh: 
  لا ق : qāla 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
  لْو ق ي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
xi 
Contoh:  
 ْلا فْط ْلاا  ة  ضْو  ر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
َ ا ْة  ر َّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
   Munawwarah  
 ْة  حْل ط : Ṭalḥah 
Catatan: 
 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir 
bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
  
1.1.         Latar Belakang Masalah 
    Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, yang dimiliki oleh 
seseorang dan di wajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau 
melenyapkannya (jumhur ulama selain Hanafiyah). Harta merupakan salah satu 
sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus 
adalah makan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah 
SWT. menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya 
bagi kehidupan manusia dan Allah SWT. melarang berbuat sesuatu yang akan 
merusak dan meniadakan harta itu. Dari definisi tersebut di atas, terdapat 
perbedaan mengenai nilai harta.
1
Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak 
saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang 
dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya).  
Menurut pengertian umum hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh 
syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum. Hak 
merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk 
bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak 
bertentangan dengan Syar’i.2 Setiap orang mempunyai kebebasan dalam 
memperoleh haknya, munculnya hak dalam penggunaan Māl ‘uqār diantaranya 
hak umum seperti fasilitas-fasilitas publik berupa jalan umum, sungai, dan 
selokan pembuangan umum. Setiap harta tidak bergerak terdapat hak didalamnya 
                                                             
1 
Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqh,(Jakarta: Kencana,2010), cet.ke.3, hlm.177.
 
2
Abdul Madjid, pokok-pokok Fiqh mu’amalah dan hukum kebendaan dalam 
Islam,(Bandung: IAIN SDG, 1986), hlm. 36. 
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yaitu hak lewat, hak mengalirkan irigasi dan hak pembuangan air. Karena, 
fasilitas tersebut merupakan hak bersama sehingga setiap masyarakat dibolehkan 
menggunakannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang 
lain. 
Dalam hal pemanfaatan māl ’uqār, terdapat hak tasharruf  pada harta tidak 
bergerak, dimana didalam mal ‘uqar ini terdapat dua macam hak yaitu pertama 
haq al-murūr  yang merupakan hak seseorang untuk memanfaatkan sebagian harta 
orang lain, baik itu berupa tanah maupun rumah melalui suatu jalan yang 
digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas jalan umum.
3
 
Māl ‘uqār dapat dijadikan sebagai objek wakaf tanpa ada perselisihan 
dikalangan  fuqaha’, Kedua,  hubungan ketetanggaan terhadap  Māl ‘uqār 
menimbulkan hak syuf’ah, yakni hak prioritas seorang tetangga dekat untuk 
membeli Māl ‘uqār sebelum pemilik berkehendak menjualnya kepada orang lain. 
syuf’ah adalah penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke 
pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang lebih berhak, yakni anggota 
perserikatan (syarikah). Dalam kerangka inilah, syuf’ah berarti pemilikan barang 
yang diperkongsikan (al-masyfu’) oleh pihak yang bergabung pada suatu 
persekutuan milik secara paksa dari pihak yang membeli dengan cara mengganti 
nilai harga jual yang sudah dilakukan.
4
 Ketiga, dalam hal ghasab. Menurut Imam 
Abu Hanifah dan Abu Yusuf ghasab (mengambil harta/benda orang lain tanpa 
izin) tidak mungkin dilakukan terhadap harta yang tidak bergerak, karena harta 
jenis ini tidak dapat dipindahkan. 
                                                             
3
 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam Wa Adillatu, Jilid  6, ( Damsyik : Dar al-fikr, 1986), 
hlm. 557.  
4
 Helmi Karim Fiqh Muamalah, ( Jakarta : Rajawali Press, 1993 ), hlm. 45.
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Dalam kaitannya dengan haq al-murūr , māl ‘uqār adalah benda yang 
tidak bergerak, harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti contoh jalan, sungai, 
rumah. Seperti pemanfaatan jalan umum, jalan umum bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan orang banyak, karena pemanfaatan jalan umum merupakan maslahah 
masyarakat banyak. 
Pihak yang tidak memiliki harta atau pemilik haq al-murūr hanya berhak 
memanfaatkan dan menggunakan harta milik orang lain berdasarkan izin tersebut. 
Hal ini merupakan konsep pemanfaatan hak milik pada māl ‘uqār yaitu pemilik 
harta memiliki hak untuk mentasharufkan hartanya selama tidak ada satu alasan 
apapun yang mengahalanginya, ketentuan ini untuk tercapainya kemaslahatan 
umat yang selama ini sering terabaikan. Seperti penggunaan jalan umum, demi 
terciptanya kemaslahatan masyarakat banyak, seharusnya tanah yang dapat 
dijadikan sebagai jalan umum tersebut dapat direlakan untuk dijadikan sebagai 
jalan umum, karena prioritasnya adalah demi kepentingan masyarakat banyak dan 
demi kemaslahatan masyarakat. 
Haq al-murūr ialah Hak lewatnya manusia pada miliknya yang terdiri dari 
jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain. Akibat dari hak tersebut, 
maka untuk menjaga dan memeliha harta perlu dialokasikan pemanfaatan harta 
baik milik pribadi atau milik bersama untuk kepentingan umum. Pada jual beli 
terdapat haq al-murūr , dimana harta tidak bergerak seperti tanah, rumah dan 
pohon dapat diperjualbelikan dan dapat juga direlakan tanpa ganti rugi.  
Pembangunan jalan yang direncanakan terealisasi dengan adanya wakaf dari 
masyarakat Meunasah Papeun , namun apabila tidak diwakafkan untuk pembuatan 
4 
 
 
 
 
jalan yang tembus ke arah jalan Ulee Kareng para pihak perangkat gampong akan 
membeli tanah untuk pembuatan jalan tersebut. Faktanya pembuatan jalan 
tersebut harus terhenti karena adanya pihak yang tidak menyetujui tanahnya 
dibuat sebagai jalan. 
Pemilik māl ‘uqār dilarang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil 
keuntungan yang tinggi karena haq al-murūr  tersebut bukanlah kepentingan 
pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Yang terjadi pada proses pembuatan 
jalan di desa Menasah Papeun adalah adanya pihak yang tidak menyetujui pada 
proses pembuatan jalan tersebut karena mereka meminta harga yang tidak 
sanggup dibayarkan oleh perangkat gampong tersebut. Perangkat gampong 
menawarkan harga 400 ribu untuk permeter, namun pemilik tanah meminta ganti 
rugi atas tanah tersebut dengan harga 600 ribu permeter.
5
 
Dalam ketentuan Islam diharuskan mementingkan kemaslahatan 
masyarakat banyak daripada mementingkan pribadi, dalam hal pembangunan 
jalan, masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya jalan pintas, namun dalam 
kenyataannya jalan tersebut tidak dapat dibuat karena perangkat gampong tidak 
setuju dengan tawaran yang diberikan oleh pemilik tanah. 
Dengan tidak diberikannya izin pembangunan jalan diatas tanah 
pemiliknya tersebut maka menimbulkan suatu masalah, jika dilihat dari segi 
pemilikan harta yang terdapat pada sebagian masyarakat, tidak terdapat hak bagi 
orang lain untuk memanfaatkan harta tersebut, dan tidak terdapat hak untuk 
memaksakan tanahnya untuk pembangunan jalan, karena pemilik harta ini 
                                                             
5
 Hasil wawancara dengan Perangkat gampong M. Rizyan  yang bertempat di kediaman 
beliau di lamreung,  hari kamis,  tanggal 22 November 2017,  jam 16.00. 
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mencari hartanya dengan jerih payah sendiri, namun jika dilihat dari segi agama, 
maka harta milik pribadi tersebut tidak mutlak milik perorangan melainkan 
terdapat hak bagi orang lain, khususnya bagi kepentingan umum. 
Akibatnya karena tidak mendapatkan persetujuan kedua belah pihak maka 
pembangunan jalan tersebut tidak bisa dilanjutkan, padahal pembangunan jalan 
tersebut sudah terealisasikan setengah, hanya saja  salah satu pihak warga 
gampong Meunasah Papeun ini tidak memberikan tanahnya, padahal warga 
gampong lain telah memberikan tanah untuk pembangunan jalan tersebut , sudah 
berkali-kali pihak perangkat gampong meminta untuk pihak yang mempunyai 
tanah mau mewakafkan tanahnya untuk pembuatan jalan, dan pihak perangkat 
gampong Meunasah Papeun mau untuk membayarkan kompensasi atas tanah 
tersebut.
6
 
Dalam pemanfaatan harta adalah terdapat hak orang lain, namun dalam 
proses pembangunan jalan ini tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu 
pihak, dan perangkat gampong tidak bisa memaksakannya dan terpaksa 
pembangunan jalan tersebut dihentikan. 
Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang 
pembangunan jalan tersebut dengan judul “Pemanfaatan Māl ‘Uqār Untuk 
Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep Haq al-Murūr ”. (Studi kasus 
gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh 
Besar). 
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hari kamis,  tanggal 22 November 2017,  jam 17.10. 
6 
 
 
 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka 
dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:  
1. Bagaimana kasus terkait Māl ‘uqār untuk pembangunan jalan Gampong 
Meunasah Papeun ?  
2. Bagaimana tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk 
kepentingan umum pada pembangunan jalan Gampong Meunasah 
Papeun? 
3. Bagaimana tinjauan konsep Haq al-Murūr mengatur Māl ‘uqār pada 
pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun ? 
 
1.3.      Tujuan Penelitian 
Sebagaimana masalah yang terjadi dibahas di atas maka dari itu penulis 
memiliki tujuan yaitu :  
1. Untuk mengetahui bagaimana kasus terkait Māl ‘uqār untuk pembangunan 
jalan Gampong Meunasah Papeun. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah 
pribadi untuk kepentingan umum pada proses pembangunan jalan 
Gampong Meunasah Papeun. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep Haq al-Murūr mengatur 
Māl ‘uqār pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun. 
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1.4.     Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut : 
1.  Māl ’uqār 
2. Haq al-Murūr  
3. Pembangunan Jalan. 
4. Pemanfaatan. 
1.4.1    Māl ’uqār 
Māl ’uqār adalah harta tidak bergerak yang dapat dipindahkan dari satu 
tempat ketempat yang lain.
7
 
1.4.2    Haq al-Murūr 
Haq al-Murūr merupakan hak seseorang untuk sampai kerumah atau 
lahannya dengan melalui lahan orang lain baik lahan tersebut milik umum 
maupun lahan milik pibadi.
8
 
1.4.3    Pembangunan jalan 
Pembangunan jalan adalah suatau proses untuk memperluas jalan dimana 
untuk mempermudahkan masyarakat untuk mengaskses jalan secara nyaman. 
1.4.4    Pemanfaatan 
Pemanfaatan merupakan proses, cara, perbuatan memanfaatkan sumber 
alam untuk pembangunan. 
 
 
 
                                                             
7 Nasrun Haroen, FiqhMuamalah, (Jakarta  : Gaya Media Pratama), hlm. 76. 
 
8
 Ibid hlm. 21. 
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1.5.      Kajian Pustaka 
Dalam penelitian dapat diajukan judul oleh penulis. Maka tinjauan 
kepustaka (literature review) akan ditelaah kajian pustaka tentang  “Pemanfaatan 
Māl ‘uqār Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep Haq al-murūr ”. 
Penelitian tentang Haq al-murūr dan Mal ‘Uqar  dapat dijumpai dalam berbagai 
aspek lain diantaranya : 
1. Erna Wardani (2013) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Banda Aceh, dengan judul : Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya 
Dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq al-Murūr  di Ulee Kreng Banda Aceh 
Menurut Perspektif Hukum Islam “.9 yang di dalamnya membahas tentang 
penelitian terhadap relokasi pedagang kaki lima serta efektivitasnya dalam 
peningkatan pemanfaatan haq al-murūr dalam perspektif hukum Islam serta 
dalam kajian ini memuat tentang kewenangan pemimpin yang memiliki 
wewenang dan tanggung jawab yang penuh dalam mengatur dan menertibkan 
wilayah pemerintahan disegala bidang termasuk dibidang ekonomi. Hal yang 
membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya, penelitian ini 
membahas tentang relokasi pedagang kaki lima serta efektivitasnya, sedangkan 
penelitian saya membahas tentang pembangunan jalan gampong Meunasah 
Papeun dan lokasi penelitian.  
2. Ikhsan Mj (2013) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “ Implementasi Haq Al-
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 Erna Wardani, Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam 
Peningkatan Pemanfaatan Haq Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif 
Hukum Islam, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-
Raniry. 
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Murūr  dalam Pemanfaatan Māl ‘Uqār di desa Tanjung Selamat Menurut 
Perspektif Fiqih Muamalah”.10 Membahas tentang pemanfaatan hak untuk 
kemaslahatan masyarakat di desa Tanjung Selamat. Di desa Tanjung Selamat 
terdapat jalan utama yang dilalui roda empat sangatlah sempit, dan masyarakat 
kurang sadar akan penggunaan haq al-murūr  yang seharusnya dialokasikan 
kepada masyarakat banyak demi kemaslahatan orang banyak, walaupun harta 
tersebut merupakan jerih payahnya. Hal yang membedakan dari penelitian ini 
adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian. 
3. Cut Maisuri Diwa (2016) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 
Negeri Banda Aceh  yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh 
Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam 
Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Murūr”  pada  tahun  2016,  yang  menjelaskan  
tentang  penggunaan  badan  jalan milik  pemerintah  oleh  pedagang  kaki  
lima  tanpa  seizin  pemerintah,  dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam  
upaya  penanganan pedagang kaki lima. dalam memberikan hak untuk 
membuka usahanya.
11 
Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah objek 
penelitiannya, dan lokasi penelitian. 
4. Nurul Asmayani (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Banda Aceh, yang berjudul “Penggunaan Tanah Pribadi Untuk Pemanfaatan Māl 
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 Ihsan Mj, Implementasi Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal ‘Uqar di Desa 
Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. 
11
 Cut Maisuri Diwa, Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap 
Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep 
Haq Al Murur, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-
Raniry. 
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‘Uqār di Punge Blang Cut Dalam Perspektif Haq Al-Murūr”12 yang  menjelaskan  
tentang  pemanfaatan tanah milik orang, baik secara umum maupun pribadi 
sebagai upaya mengakses tanah untuk kepentingan umum, serta tindakan 
pemerintah desa terhadap masyarakat  yang  enggan  menfasilitasi  tanah  
miliknya  untuk pemanfaatan māl’uqār. Hal yang membedakan dari penelitian ini 
adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian. 
5. Elida Gusmira (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Banda Aceh, yang berjudul “ Tatacara Penetapan Batas Tanah Dikalangan 
Masyarakat Kecamatan Bakongan Timur Ditinjau Menurut Konsep Mal ‘Uqar.13 
yang  menjelaskan  tentang perosedur penetapan batas tanah dikalangan 
masyarakat Kecamatan Bakongan Timur. Hal yang membedakan dari penelitian 
ini adalah Skripsi  ini  hanya  membahas  tentang tatacara penetapan batas tanah. 
Dari penelitian diatas maka dapat dikatakan Adapun judul dari penelitian ini 
yaitu “ Pemanfaatan Māl ‘uqār Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep 
Haq al-Murūr ”. Kajian atau pembahasan tentang Māl ‘uqār ditinjau dalam Fiqh 
Muamalah telah ada di beberapa penelitian , namun mereka melihat dari sudut 
pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka 
peneliti menyimpulkan bahwa skripsi yang akan peneliti lakukan adalah belum 
pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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 Nurul Asmayani (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda 
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 Elida Gusmira (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda 
Aceh, yang berjudul “ Tatacara Penetapan Batas Tanah Dikalangan Masyarakat Kecamatan 
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1.6.   Metodologi Penelitian 
Pada prinsipnya dalam penulisan suatu karangan ilmiah, metode yang 
digunakan sangat menentukan dalam upaya memperoleh data yang lengkap, 
objektif dan tepat. Tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan 
oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitiannya.
14
 Dalam rangka 
mendapatkan data dan mengolahnya secara cepat perlu metodologi penelitian agar 
hasil penelian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan 
dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya 
ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. 
 
1.6.1 Jenis Penelitian 
Peneltian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian 
yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau 
membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita atau peristiwa 
yang berlangsung dilapangan.
15
 
Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 
mendeskripsikan berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti dari 
orang-orang yang berkompeten dibidangnya
16
. Penelitian metode kualitatif dapat 
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 Muammar  Nazir, Metodologi  Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63. 
15
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004, hlm. 82. 
16
 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
2010, hlm. 3. 
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diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai 
kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku dari orang-orang yang diteliti.
17
  
1.6.2 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis adalah 
metode yang meneliti suatu kondisi, suatu peristiwa pada  masa sekarang ini, yang 
tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematika, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.
18
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi 
lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara 
meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap Pembangunan jalan di gampoeng 
Meunasah Papeun. Penulis juga menghimpun data dengan  wawancara keuchik 
dan  warga gampoeng Meunasah Papeun untuk memperoleh data yang diinginkan. 
 
1.6.3  Metode Pengumpulan Data 
 Dalam Penulisan skripsi ini data diperoleh dari dua (2) sumber data, yaitu 
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan 
penelitian lapangan (Field Research) yakni langsung pada objek yang akan 
diteliti
.19
Data primer masih harus diolah dalam penggunaannya. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh dari membaca literatul-literatul yang bersumber dari 
penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang dapat 
digunakan untuk mendukung data primer. 
                                                             
17
 Bagong Suryanto, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencan Prenada Media, 2005, 
hlm. 166. 
18
  Muammar .Nazir, Metode Penelitian,,, hlm. 63. 
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 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet II, Ghalia Indonesia, 
Jakarta 2006. hlm 30. 
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 Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode 
penelitian kepustakaan (library Research) dan penelitian lapangan (field 
Reseacrh).  
a. Penelitian Kepustakaan 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan-
bacaan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Peneliti 
mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan Pemanfaatan Māl 
‘uqār Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep Haq al-Murūr . (Studi 
kasus gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten 
Aceh Besar). 
b. Penelitian Lapangan 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi 
langsung oleh penulis ke Lokasi tempat  penelitian yaitu di Gampong Meunasah 
Papeun. Metode ini merupakan metode pengumpulan data ataupun fakta-fakta 
yang terjadi di lokasi tersebut yaitu dengan melalui observasi maupun wawancara 
secara sistematis. 
 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik 
pengumpulan data yaitu : 
a. Teknik wawancara/interview 
14 
 
 
 
 
Interview yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap 
mukadan bertanya langsung.
20
 Teknik ini merupakan teknik yang ditempuh oleh 
penulis dalam memperoleh data secara mendalam, yaitu penulis melakukan 
wawancara dengan obyek terpilih guna menanyakan seputar permasalahan yang 
akan diteliti oleh peneliti. Penulis juga menghimpun data dengan  wawancara 
keuchik dan  warga gampoeng Meunasah Papeun untuk memperoleh data yang 
diinginkan. 
 
b. Teknik Dokumentasi 
   Teknik Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti 
dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat 
menganalisa data bahan. 
 
c. Teknik Studi Dokumen 
Yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari data catatan dan dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian penulis yang dapat dijadikan sebagai data 
pelengkap mengenai Pemanfaatan Māl ‘uqār Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau 
dalam Konsep Haq al-Murūr. (Studi kasus gampong Meunasah Papeun, 
Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar). 
 
1.7.   Sistematika Pembahasan 
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 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm. 136. 
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 Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi 
ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai 
berikut : 
 Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
 Bab dua membahas secara rinci tentang landasan teoritis tentang haq al-
murūr  dalam perspektif Māl ’uqār, pengertian Haq al-Murūr  dan Māl ‘uqār 
serta dasar hukum dalam perspektif Fiqih Muamalah, pendapat ulama terhadap 
Māl ’uqār, Status kepemilikan tanah untuk pemanfaatan masyarakat dalam 
tunjauan Māl ’uqār, dan hukum pemanfaatan Haq al-Murūr . 
 Bab tiga membahas tentang analisis pemanfaatan Māl ‘uqār untuk 
pembangunan jalan ditinjau dalam konsep Haq al-Murūr  yang berkaitan dengan 
gambaran umum Gampong Meunasah Papeun, tanggapan pemilik tanah terhadap 
perencanaan pembangunan jalan oleh perangkat gampong dengan menggunakan 
tanah miliknya, Tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk 
kepentingan umum pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun 
serta Tinjauan Haq al-Murūr  terhadap Māl ‘uqār pada proses pembangunan jalan 
Desa di Gampong Meunasah Papeun. 
 Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil 
penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai 
penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan 
dengan permasalahan diatas. 
15 
 
BAB DUA 
MᾹL ‘UQᾹR DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MURŪR 
 
2.1.Konsep Mᾱl ‘Uqār  
 
Harta dalam bahasa arab disebut māl yang berasal dari kata yang berarti 
condong, cenderung dan  miring. Māl juga dapat diartikan sesuatu yang dapat 
dimiliki yang menyenangkan manusia dan menjaganya, baik dalam bentuk materi 
maupun manfaat. Menurut istilah māl adalah “segala sesuatu yang menyenangkan 
manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi serta beredar di antara 
manusia”.1  
Harta termasuk bagian kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta 
secara khusus seperti makanan, jika tidak ada makanan maka manusia tidak dapat 
bertahan hidup.
2
 Oleh karena itu Allah SWT  menyuruh manusia memperolehnya, 
memiliki dan memanfaatkannya. 
3
 
Sedangkan harta (māl) menurut istilah imam Hanafiyah adalah   :  
 ِةَجَاْلْا ِتْقَو َلَِإ َُهراَخْدإ ُنِكُْيََو ِناَسْنِلإا َعََبط ِهَْيِلإ ُلَِيَ اَم , ْوَأ اَم َناَك  ُنِكُْيَ
 ِِهب ُعِفْن َيَو َُهزَارْحِإَو َهَتزاَيِح.  
. 
Artinya: “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, 
atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan 
dimanfaatkan.”4   
                                                             
1
 M. Abdul Mujieb (et al), Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus,1994), cet,ke-1, 
hlm. 191. 
2
 Nasrun Haroen,  Fiqh Muamālah,  (Jakarta: Gaya  Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 
73. 
3
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jalarta: Kencana, 2010), cet.ke-3, hlm. 177. 
4 Nasrun Haroen,  Fiqh Muamālah,,,, hlm. 73. 
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Menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah) māl (harta) yaitu: 
 ِِهن اَمِضِب اَه ْ يِفَل ْ تُم ُِمزْل َي ٌةَمْيِق َُهل اَم ُّلُك.  
 
Artinya : “Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi 
yang merusak atau melenyapkannya.”5 
Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy yang termasuk harta ialah:
6
 
a. Nama bagi selain manusia yang diciptakan allah untuk mencukupi  
kebutuhan hidup manusia, dapat diperlihara pada suatu tempat dan dikelola 
(Tasharuf) dengan jalan ikhtiar. 
b. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia. 
c. Sesuatu yang sah di perjual belikan.  
d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai harga.  
e. Sesuatu yang berwujud . 
f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat 
diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. 
Menurut jumhur ulama harta tidak hanya bersifat materi akan tetapi, 
didalam harta juga termasuk manfaat. Harta merupakan titipan dari Allah SWT  
yang mana manusia tidak memiliki harta secara mutlak sehingga dalam 
pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain dan hak bagi umum seperti 
hak memanfaatkan jalan (haq al-murūr), hak memperoleh air irigasi (haq al-
majra) dan lain sebagainya.  
                                                             
5 Nasrun Haroen,  Fiqh Muamālah,,, hlm.73. 
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamālah, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), cet.10, hlm. 10. 
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Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani 
hidupnya, sehingga para ulama Ushul Fiqh mengelompokkan persoalan harta 
kedalam salah satu adl-dharuriyat al-khamsah (lima keperluan pokok) yang 
terdiri atas agama, jiwa, akal, kerturunan,dan harta. Maka seseorang wajib 
mempertahankan hartanya dari rampasan orang lain, namun penggunaan harta 
tidak boleh sewenang-wenang. 
Harta yang dimaksud disini berkenaan dengan māl ’uqār (harta tidak 
bergerak), dalam harta tidak bergerak ini terdapat kebebasan bagi seseorang untuk 
memiliki dan memanfaatkannya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip 
oleh Nasrun Harun bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping 
untuk kemaslahtan pribadi pemilik harta, juga harus memberikan manfaat dan 
kemaslahatan untuk orang lain. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya 
untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga untuk fungsi sosial dalam rangka 
membantu sesama manusia. yang mana harta tersebut merupakan amanah Allah 
titipkan sementara untuk umat manusia, serta manusia diperintahkan untuk 
membelanjakan hartanya sesuai dengan ketentuan dan peritah Allah SWT.
7
 
Hal ini sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW : 
 َح د  َث َن َُم ا  م َد  ْب ِن  َا َْح َد  ْب ِن  َم ْد َو ِي َح ه د  َث َن َلا ا  ْس َو َد  ْب ِن  َع َما  ر  َع ْن  َش ِر ْي ِك  َع ْن  َا ِب َْح  َز ِة  َع ْن 
 ُش َع ْيب  َع ْن  َف ِطا َم ِة  ْبا ِن  َق ْي  س  َق َلا ْت :  ُس ِئ َل  نلا ِب ََ   َل ى ُللا  َع َل ْي ِه  َو َس َل َع م ْن   زلا َك ِةا   َف َق َلا :
 ِا ن  ِْف  
َ
لا ِلا   ق لْا  ِس َو  زلا ى َك ِةا  (ذمترلا هاوري.) 
 
Artinya : “Diriwayatkan Muhammad ibn Ahmad ibn Madwayih, diriwayatkan 
oleh aswad ibn ‘amir dari syarik dari ibn Hamzah dari Syu’ib dari 
                                                             
7
 Syeikh Syaukat Hussain, Hak Asasi Mnausia Dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani 
Press,1996), hlm. 93.  
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fatimah ibn Qayyis berkata : telah bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang zakat dan beliau berkata : bahwa pada setiap harta seseorang 
itu ada hak orang lain, selain zakat.” (HR.Tarmizi). 8 
 
 
2.1.1  Pengertian dan Dasar Hukum Māl ’Uqār 
Māl ’uqār  merupakan māl ghairu al-manqul yaitu harta tidak bergerak 
yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain, harta yang termasuk 
jenis ini adalah pabrik, rumah, kebun, tanah dan lain. Oleh karena itu, didalam 
Māl ’uqār terdapat hak bagi orang lain ataupun hak untuk umum berupa hak 
pemanfaatan jalan (haq al-murūr  ), hak mengalirkan irigasi (haq al-majra’)  yang 
mana dalam hal ini disebut juga hak untuk kepentingan umum. 
Sehingga harta dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya: Māl ’Uqār dan 
Mᾱl Ghairu Uqār, Mᾱl Mutaqawin dan Ghairu Mutaqawin, Mᾱl Mistli dan Mᾱl 
Qimmi dan lainnya.
9
  
Pengertian Mᾱl Uqār dijelaskan dalam Fiqh Muamālah tentang bab harta 
yang  merupakan pembagian dari harta sebagai berikut:  
1. Harta Mutaqawin dan Ghairu Mutaqawin  
2. Māl Mitsli dan Mᾱl Qimmi  
3. Harta Istihlak dan harta Isti’māl  
4. Harta Manqul dan harta Ghairu Manqul (’uqār) 
5. Harta ‘Ain dan harta Dain  
6. Mᾱl Al ‘Ain dan Mᾱl Nafi  
7. Harta Mamluk, Mubah dan Manjur  
                                                             
8
 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani,  Shahih  Sunan  Tirmidzi, Juz II (Penj:  
Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.123. 
9 Nasrun Haroen, fiqh muamālah…, hlm.76. 
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8. Harta yang dapat di bagi dan harta yang tidak dapat dibagi  
9. Harta pokok dan harta hasil  
10. Harta Khas dan harta ‘Am. 
Maka māl ’uqār terdapat pada penjelasan bagian ke empat yang 
merupakan harta manqul dan ghairu manqul dari beberapa pembagian harta. Māl 
’uqār  disebut juga dengan māl ghairu manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa 
dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat lain.
10
 Menurut Fiqh Māliki, 
rumah dan pepohonan di pandang Māl ’uqār  karena rumah melekat pada tanah 
dan tak dapat dipindahkan dalam keadaannya itu. Dalam konteks hukum perdata 
positif istilah untuk dua jenis harta tersebut adalah benda bergerak dan benda 
tetap.
11
 
Di dalam māl ’uqār terdapat hak bagi orang lain untuk kepentingan umum 
seperti pemanfaatan jalan raya, kebun, mengaliri irigasi dan lain sebagainya, oleh 
karena itu harta-harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu tidak dapat 
diwaqafkan. Apabila māl ’uqār yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu 
terdapat penghasilan, maka hasilnya dapat juga diambil oleh pemilik māl ’uqār itu 
sendiri. 
Dalam hal ini setiap pemilik harta tidak dapat mempergunakan hartanya 
sewenang-wenang, akan tetapi juga tindakannya terhadap harta itu dibatasi atas 
pertimbangan terhadap kemaslahatan tetangga atau hak orang lain terutama 
fasilitas jalan umum walaupun penetapan jalan umum tersebut merupakan harta 
milik pribadi namun tetap saja didalam harta tersebut terdapat hak bagi orang lain 
                                                             
10
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamālah,,, hlm. 22. 
11
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Damsyik: Dar al-Fikr,1986), 
hlm. 59. 
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atau hak umum. Jika sebagian harta tersebut diberikan untuk kepentingan umum 
seperti jalan raya, jembatan, aliran irigasi dan lain sebagainya. Allah SWT akan 
memuliakan pemilik harta itu. Karena orang tersebut telah mensyukuri nikmat 
Allah SWT dengan berbagi dan tolong menolong sesama serta Allah SWT juga 
akan menambahkan nikmat-Nya kepada orang yang menafkahkan sebagian 
hartanya di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur’an 
pada surah al-Maidah ayat 2: 
  ,,,                                 
   . ( ةدئالا:۲) 
Artinya : “...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan 
taqwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat 
siksanya”.12 ( Al-Maidah : 2). 
Harta (Mᾱl) merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, 
unsur dharuri yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta manusia bisa 
memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat materi maupun inmateri. Dalam 
kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadi hubungan horizontal antara 
manusia (Muamālah),  karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna 
dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait 
dengan manusia lainnya.  
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 Mushaf Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : CV.Pustaka Al-Kautsar,2009), hlm. 106. 
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  Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi, harta bisa 
dijadikan sebagai objek dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, partnership  
(kontak kerjasama), atau transaksi ekonomi lain.
 
Setiap pemilik harta tidak dapat mempergunakan hartanya sewenang-
wenang, tindakan seseorang diatas harta itu dibatasi atas pertimbangan terhadap 
kemaslahatan tetangga atau hak orang lain terutama fasilitas jalan umum. 
Walaupun harta yang dipergunakan untuk jalan umum tersebut merupakan harta 
milik pribadi namun di dalam harta itu didalamnya terdapat hak bagi orang lain 
atau umum. 
Dalam hal ini, disebut juga dengan ihraz (dapat dikuasai) yaitu harta-harta 
manqul (harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain), yang 
mana harta manqul ini dibagi dua macam yaitu:
13
 
a.  Harta-harta yang masuk ke dalam milik perorangan. 
b.  Harta-harta yang tidak termasuk kedalam milik peroragan. 
Harta yang tidak termasuk dalam milik perorangan ada dua macam yaitu:
14
 
a.   Bisa masuk kedalam milik perorangan tetapi belum ada sebab-sebab 
       memilikinya, seperti binatang buruan, kayu bakar dan ardlul mawat. 
b. Harta-harta yang tidak dapat dijadikan milik perorangan karena syara’ 
menjadikannya untuk kepentimgan umum, tidak boleh dikuasi seseorang, 
umpamanya sungai-sungai, sumber air tanah, jalan-jalan raya dan lain-lain. 
                                                             
13
 T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, Fiqh Muamālah, (Semarang : Pustaka Riski Putr, 1999), hlm. 
186. 
 
14
 Ibid, hlm.187. 
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Dasar hukum Māl ’uqār didasarkan pada firman Allah SWT  dalam surat 
Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi : 
1. Al-Quran 
                               
                                
                 .   ( رشلْا :٧) 
 
Maksud  dari  arti ayat  ini  “supaya  harta  itu  tidak  beredar diantara 
orang-orang kaya saja” adalah pembagian harta tidak boleh hanya beredar di 
tangan orang-orang kaya saja seperti yang terjadi di zaman jahiliyah.
15
 
Maka orang-orang yang menafkahkan dan membelanjakan (sebagian) dari 
hartanya akan  memperoleh pahala yang besar. Di akhirat mereka melihat 
kemuliaan yang belum pernah tergores dihatinya di dunia ini.16 
2. As-Sunnah 
 َح د َث َن ِا ا ْب ِن  َا ِب ُع  َم 
َ
لار  ك ْي  َح د َث َن ُس ا ْف َي َنا  َع ْن  َج ِما ِع  ْب ِن  َا ِب َر  ِشا ِد  َو َع ْب ُد 
َ
ل ِل ِا ك ْب َن َا ا ْع َْي 
 َِس َعا  َش ِق ْي ِق  ْب ِن  َس َل َم ِة  َي ُق ْو ُل : َِس َع ْت  َر ُس ْو ُل للا  ََ  لى  ُلل  َع َل ْي ِه  َو َس  ل م َي ُق ْو ُل : َم ْن  َح َل َف 
 َع َىل  َم ِلا  ِا ْم ِر  ئ  ُم ْس ِل  م  ِب َغ  ْي  َح ق ِه  َل ِق َي ا ُلل  َو ُه َو  َع ِهْيَل َغ ْض َب َنا (ملسم هور.) 
 
Artinya: “Diriwayatkan ibn Abi rasyid dan Abdul Umar al-Makkiyah 
diriwayatkan oleh Sufyan dari Jami’ ibn Abi Rasyid dan Abdul Mālik Ibn 
A’yan, telah mendengar Syaqiq ibn Salamah berkata : telah mendengar 
Rasulullah Saw bersabda : “Barang siapa mengambil sebagian harta 
                                                             
15 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nurur, Jilid V, 
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4168. 
16
 Ibid hlm. 4107. 
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seorang muslim tanpa haknya, maka dia kelak akan berjumpa dengan 
Allah sedang Allah murka kepadanya”. (HR.Muslim).17 
  
Berdasarkan ayat dan hadist diatas dapat diartikan bahwa seseorang 
berhak untuk menguasai harta miliknya selama tidak ada syarat yang 
menghalanginya, seseorang berhak untuk melindungi dan mempertahankan 
hartanya dari tindak kejahatan orang lain, namun dalam mempergunakan hartanya 
mempunyai batasan-batasan tertentu, karena pada hakikatnya semua yang terdapat 
di muka bumi adalah milik Allah SWT , maka jika harta tersebut berguna bagi 
kemaslahatan umat maka harta tersebut harus diinfakkan di jalan Allah, karena 
berhubungan dengan kepentingan umat. 
 
2.1.2. Syarat-Syarat Māl ’uqār 
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik harta, karna di 
dalam Māl ’uqār tersebut terdapat hak bagi orang lain. Syarat-syarat Māl ’uqār 
adalah: 
1. Hak menggunakan dikhususkan pada harta tidak bergerak. 
2. Hak mempergunakan bersifat kekal mengikuti harta tidak bergerak. 
3. Pemilik harta tidak boleh menutup jalan tersebut untuk kepentingan umum. 
4. Tidak boleh dimiliki apabila harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum 
seperti jembatan, jalan raya dan lan sebagainnya.
18
 
Māl ’uqār tergolong dalam kategori  pemilikan harta secara paksa (tamlik 
al-jabari), yang mana tamlik al-jabari ini dibedakan menjadi dua.  
                                                             
17
 Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, juz 1, (Beirut,lebanon: Dar al-
Hadist,1997), hlm. 123. 
18
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI, (Dimasyq: Dar al-
Fikr,1986), hlm. 66. 
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1. Pemilikan secara paksa atas Māl ’uqār (harta tidak bergerak) yang akan dijual. 
Yang di dalam Fiqh Muamālah disebut dengan haq syuf’ah, diamana hak ini 
dimiliki oleh tetangga. 
2. Pemilikan secara paksa demi kepentingan umum, yaitu mengambil alih 
kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberikan 
kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi 
darurat atau demi kemaslahatan umum seperti untuk memperluas jalan, 
memperluas mesjid dan sebagainya.
19
 
Dalam teori Islam pemilik harta yang mutlak adalah Allah SWT . dan 
harta yang terdapat pada manusia itu hanya amanah yang Allah SWT berikan 
untuk dipergunakan di jalan Allah semata. Maka seseorang tersebut boleh 
menggunakan dan memanfaatkan hartanya selama tidak menggangu atau 
memudharatkan orang lain juga harus memberikan manfaat dan kemaslahatan 
untuk orang lain. 
 
2.1.3. Pendapat Ulama Terhadap Māl ’uqār 
Māl ’uqār menurut para fuqaha, hanyalah bumi atau kebun  yang baik 
kosong ataupun ada rumah diatasnya. Rumah dan pepohonan dalam pandangan 
ulama Hanafi dikatakan māl al-manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan 
dan dibawanya dari suatu tempat ketempat lain. Karenanaya pada māl al-manqul 
tidak berlau haq syuf’ah apabila yang dijual hanyalah rumah atau pepohonan 
kebun saja. Maka jika seorang menjual rumah atau tanah yang terdapat 
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 Mustafa Ahmad Al-Zarqa’, Al-Madkhal Al-Fiqh al-‘Amm, jilid 1,(Darul al-
Fikr:Beirut,1968), hlm. 247-248. 
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pepohonan, maka haq syuf’ah mengenai rumah dan pepohonan bersama-sama 
tanah.
20
 
Māl ’uqār merupakan māl ghairu al-manqul yang diartikan sebagai harta 
tidak bergerak yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain.
21
 
misalnya seperti tanah. Oleh karena itu, di dalam Māl ’uqār terdapat hak bagi 
orang lain yaitu hak pemanfaatan jalan (haq al-murūr), hak mengalirkan irigasi 
(haq al-majra’), dan hak saluran pembuangan. Māl ’uqār tidak hanya terbatas 
pada hak tersebut, akan tetapi juga pada aspek-aspek kemaslahatan untuk 
kepentingan umum lainnya.   
Dilihat dari segi jenisnya, harta terbagi atas harta tidak bergerak dan 
bergerak. contoh harta yang tidak bergerak (Māl ’Uqār) adalah tanah dan rumah. 
Terdapat beberapa pendapat ulama tentang akibat hukum dari Māl ’Uqār, yaitu :22 
a. Berlakunya hak syuf’ah (hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap 
rumah tetanggnya yang akan dijual agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan 
kepadanya). 
b. Menurut ulama harta tidak bergerak boleh diwaqafkan. 
c. Seorang al wasy (orang yang diberi wasiat) yang berkewajiban memelihara 
harta anak kecil yang belum cakap hukum tidak dibenarkan untuk dijual harta 
tersebut kecuali dalam hal yang amat mendesak maka itu dibolehkanmenurut 
syara’. 
                                                             
 
20
 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamālah, (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 1999), hlm. 168. 
21 Hendi Suhendi, Fiqh Muamālah,,, hlm. 22. 
22 Nasrun Haroen, fiqh muamālah…, hlm.77. 
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d. Imaman Abu Hanifah dan sahabatnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa salah 
satu syarat Al-Ghasab adalah dikuasai dan dipindahkan oleh pelaku ghasab, 
karena menurut mereka manfaat tidak termasuk kedalam katagori harta. 
Sedangkan jumhur ulama Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, sahabat 
Iman Abu Hanifah lainnya, berpendapat bahwa al-ghasab boleh terjadi pada 
harta tidak bergerak karena menurut mereka manfaaat suatu benda tidak 
termasuk harta. 
boleh memudharatkan orang lai dan tidak boleh memudharatkan pemilik 
lahan, serta apabila terkait dengan harta milik umum maka seseorang boleh 
memanfaatkannya dan begitupun jika terkait dengan harta milik pribadi maka 
pemanfaatan terhadap harta tidak bergerak tersebut harus seizin pemiliknya. 
Dalam kaitan ini, haq al-irtifāq merupakan bagian dari māl ’uqār atau 
disebut dengan milk al-manfa’ahal-‘aini yang secraa etimologi diartikan sebagai 
pemilikan manfaat materi. Haq al-irtifāq merupakan hubungan seseorang dalam 
memanfaatkan benda tidak bergerak baik benda tersebut milik pribadi maupun 
milik umum.
23
 Para ulama fiqh mendefinisikan haq al-irtifāq yaitu hak 
pemanfaatan benda tidak bergerak baik benda itu milik pribadi maupun milik 
umum. Ciri-ciri haq al-irtifāq adalah :24 
1. Haq al-irtifāq hanya berlaku pada benda tidak bergerak. 
2. Haq al-irtifāq selamanya terkait dengan benda tidak bergerak. 
3. Haq al-irtifāq tidak habis dengan wafatnya seseorang, para ulama sepakat 
mengatakan bahwa haq al-‘aini boleh diwarisi. 
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4. Haq al-irtifāq menurut ulama Hanafi bukanlah harta, oleh karena itu, tidak 
boleh dihibahkan tidak oleh ganti rugi harta dan tidak boleh dijadikan mahar. 
Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa timbulnya haq al-irtifāq 
disebabkan tiga hal :
25
 
1. Dikarenakan perserikatan umum yang sejak semula harta tersebut 
diperuntukkan untuk kepentingan umum berupa jalan raya, sungai besar dan 
bank. 
2. Dikarenakan perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan transaksi 
seperti penjual mensyaratkan bahwa penjual tersebut berhak melewati diatas 
lahan yang dijualnya kepada pembeli. 
3. Kadaluarsa atau disebut juga dengan at-taqaddum yaitu haq al-irtifāq yang 
telah berlaku sejak lama yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui 
ditetapkannya haq al-irtifāq.26   
4. Tidak boleh dimiliki apabila harta tersebut digunakan untuk kepentingan 
umum seperti jalan raya, jembatan dan lain sebagainya. 
 
2.1.4  Status Kepemilikan Tanah Untuk Pemanfaatan Masyarakat Dalam Tinjauan 
Mᾱl ‘Uqār  
Para ulama Fiqih  menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang 
disyariatkan Islam : 
1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau 
lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. 
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Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga 
hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan 
membawanya kerumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya dan 
orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau 
seseorang menangkap ikan dilaut lepas dan membawanya pulang. Batu, pasir 
dan ikan yang telah dikuasai itu boleh ia perjual belikan, ia sedekahkan 
kepada orang lain, dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir dan ikan itu 
telah menjadi miliknya. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqh 
Islam mempunyai arti yang khusus, yaitu asal dari suatu pemilikan tanpa 
adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah 
merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemelikan sebelumnya. Bedanya 
akan kelihatan dengan pemilikan melalui suatu transaksi. Dalam transaksi 
seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia 
pergunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh ia miliki. 
Misalnya, dalam jual beli seseorang telah terlebih dahulu memiliki uang atau 
yang secara hukum dikatakan memiliki uang, kemudian ia beli sebuah mobil, 
maka mobil ia miliki berdasarkan uang yang telah ia miliki sebelumnya. 
Dalam memiliki suatu yang mubah tidak demikian halnya, karena seseorang 
hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa 
mengimbalinya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksudkan para ulama 
fiqh sebagai pemilik asal\awal. 
2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga 
hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf. 
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3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli 
warisnya yang wafat. 
4. Hasil\buah dari harta yang telah ia miliki  seseorang, sama ada hasil itu datang 
secara alami, seperti buah pohon dikebun, anak sapi yang lahir dan bulu 
domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usaha 
pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang 
yang diperoleh seorang pedagang.  
Dalam konteks membangun fasilitas lainnya demi melayani umat secara 
keseluruhan maka harta pribadi harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, 
karena dalam teori maslahah mursalah kepentingan umum harus diutamakan 
karena menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam kaitannya dengan tanah di 
kawasan Meunasah Papeun, tanah yang merupakan milik pribadi seorang yang 
tidak diberikan untuk dimanfaatkan menjadi milik umum. 
Māl ’uqār adalah harta tidak bergerak yang pada pemanfaatannya harus 
memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun dalam konteksnya keberadaan 
māl ’uqār adalah harta pribadi. Pada teori maslahah mursalah pemanfaatan untuk 
masyarakat banyak lebih dipentingkan dari pada pribadi. 
2.2    Konsep Haq al-murūr   
 
2.2.1 Pengertian Hak 
Kata hak berasal dari Bahasa Arab al-haq, yang secara etimologi 
memiloiki pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan 
kepastian, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat Al-Ma’arij ayat 24-25 yang 
berbunyi : 
30 
 
 
             .           . ( جراعلا:۲۲-۲۲) 
Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi 
orang (miskin) yang meminta dan yang tidak mempunyai apa-apa (yang 
tidak mau meminta).
27
 (Al-Ma’arij : 24-25) 
Menurut Hendi Suhendi, pengertian hak menurut istilah adalah 
sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati anatar 
hubungan antara hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang 
maupun menngenai harta.
28
  
Menurut pengertian umum, hak adalah sesuatu yang digunakan oleh syara’ 
untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Dalam bukunya 
dimyauddin Djuwaini hak adalah pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-
sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menetukan hukum-hukum 
syara’.29 
Sumber hak adalah Allah SWT , karena tiada Hakim selain Allah, tiada 
Dzat yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu selain Allah. Tiada syari’at yang 
dijalankan manusia selain syari’atnya, maka manusia memiliki kewajiban untuk 
menghormati hak orang lain, tiada kewenangan umtuk merusak atau melenyapkan 
hak orang lain. Pemilik hak juga harus menggunakan haknya secara proporsional  
sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. 
2.2.2   Pembagian Hak 
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hlm. 52. 
31 
 
 
Pada umumnya hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hak māl dan 
hak ghairul māl. Haq māl ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti 
kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak ghaiyru māl seperti 
hak wali, hak ghairul māl dibagi atas dua macam yaitu :30 
1. Haq al-‘aini adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan 
orang kedua. Yaitu hak menurut zat hartanya tanpa melihat orang yang 
mengambil manfaat dari harta tersebut. Hak ‘aini dapat juga digolongkan ke 
dalam haq al-irtifāq yang hanya berlaku pada harta benda tidak bergerak.31 
2. Haq asy-syakhsyi adalah susatu tuntutan yang yang ditetapkan syara’ dari 
seseorang terhadap orang lain dan merupakan hak individu atau disebut juga 
orang yang mengambil faedahnya yang bukan menurut zat harta yang dimiliki. 
 
2.2.3   Akibat Hukum Suatu Hak 
Akibat hukum merupakan suatu akibat hokum meruapakan suaru akibat 
yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum 
memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang 
sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggarnya dapat 
dituntut didepan pengadilan.
32
  
Para ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak ada dua macam yaitu 
pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak baik sesuatu yang bersifat materi 
maupun utang. Pemilik hak dalam Syari’at Islam adalah Allah SWT  baik 
menyangkut hak-hak Agama, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum. 
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Beberapa hukum yang terkait dengan hak menurut ulam fiqh :
33
 
a. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak 
Pemilik hak harus menggunakan haknya dengan tidak bertentangan 
dengan syari’at Allah. Apabila seseorang menunaikan hak berkaitan dengan 
ibadah, maka dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan aturan Allah 
SWT. Apabila berkaitan dengan harta seperti membayar zakat, penguasa berhak 
memaksanya apabila si pemilik harta tidak mau mengeluarkan zakat, jika 
berkaitan dengan hak manusia, misalnya seseorang mencuri harta orang lain maka 
pencuru tersebut harus mengembalikan harta tersebut dengan utuh tanpa ada 
cacat. 
b.  Menyangkut dengan pemeliharaan hak 
Dalam syari’at Islam seseorang berhak melindungi haknya dari rampasan 
orang lain. Apabila hartanya dicuri, maka ia berhak pidana maupun dengan 
perdata. Dengan cara mengembalikan harta yang dicuri dengan utuh dan apabila 
harta tersebut telah rusak atau musnah maka si pencuri wajib mengganti senilai 
dengan harta yang dicuri. 
a. Menyangkut penggunaan hak  
Penggunaan hak diharuskan untuk hal-hal yang disyari’atkan seperti 
menolong orang dalam kesulitan atau mempergunakannya untuk kepentingan 
umum. Penggunaan hak tidak boleh merugikan dan membawa mudharat bagi 
orang lain. 
34
 
2.2.4 Pelanggaran dalam Penggunan Hak 
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Pelanggaran dalam penggunaan hak (ta’assuf fi isti’māli haq) dalam ajaran 
Islam merupakan perbuatan terlarang dan tercela. Hal-hal yang menyebabkan 
larangan terhadap ta’assuf fi isti’māli haq menurut ulama fiqh adalah :35 
1. Bahwasanya Allah SWT   adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedangkan 
hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan 
sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh karena itu setiap orang tidak boleh 
menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, sehingga membawa 
mudharat bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak itu dalam syariat 
Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi. Batasnya adalah tidak memberi 
mudharat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat. 
2. Penggunaan hak-hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, 
tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan yang 
dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan 
dalam keadaan-keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi 
untuk membantu hak-hak masyarakat, seperti zakat,pajak,infaq dan lainnya. 
Perbuatan yang tergolong Ta’assuf fi isti’māli haq menurut ulama Fiqh di 
dalam kitab Wahbab Az-Zuhaili antara lain:
36
 
1. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak 
sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan 
haknya tersebut. Sebagai contoh, melakukan jual beli dengan tujuan 
sebagai sarana untuk melakukan riba atau bunga seperti jual beli ‘inah. 
                                                             
35
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indomesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 
75. 
36 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu..., hlm. 59. 
34 
 
 
2. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya 
tetapi mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain atau 
kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan mudharat yang 
ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi, orang lain atau 
terhadap kepentingan masyarakat umum.  
3. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan 
pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap 
kepentingan orang lain. Misalnya menyalahgunakan hak anak yatim untuk 
kepentingan pribadinya. 
4. Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai atau bertentangan 
dengan adat istiadat serta menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. 
 
2.2.5   Pengertian dan Dasar Hukum Haq al-murūr   
Haq al-murūr berasal dari bahasa arab al-haq dan al-murūr kata al-haq 
yang berarti milik, menetapkan dan memastikan. Sebagaimana firman Allah 
dalam surat yasin ayat 7 yang berbunyi : 
                  . (  ۤسٰي :٧)   
Artinya : “Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah 
terhadap kebanyakakan mereka, karena mereka tidak beriman.”37 
(Yasin : 7). 
Sedangkan hak menurut pengertian umum yaitu : 
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  َةطْلُس ُْعر شلا ِِهُبر رَق ُي ٌصاَصِتْخا.       
Artinya: “Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu 
kekuasaan”.38 
 
Kata murūr berasal dari bahasa Arab yang berarti lalu lalang.39 Menurut 
istilah haq al-murūr  adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk 
sampai ketanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum 
maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum setiap orang 
memiliki hak untuk menggunakan dan melewati jalan tersebut untuk  
 
 
 
 
kebutuhannya. Sedangkan jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat 
di atas jalan tersebut dan juga orang lain memiliki  kepentingan dengan si 
pemiliknya serta orang lain yang telah diberikan izin oleh si pemilik jalan. Si 
pemilik bebas bertasharuf terhadap jalan yang dimilikinya. Meskipun demikian, 
menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan itu untuk 
masyarakat yang memmbutuhkannya. 
40
 
Haq al-murūr  menurut Wahbah Zuhaili haq al-murūr  adalah hak pemilik 
benda tetap yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui 
                                                             
38 Hendi Suhendi,Fiqh Muamālah,,, hlm. 32. 
39
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia,( Jakarta: PT .Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 
2010), hlm. 415. 
40 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,,, hlm. 458. 
36 
 
 
jalan yang dilewatinya baik itu jalan umum yang tidak dimiliki seseorang, 
maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.
41
  
Apabila jalan tersebut tidak ada pemiliknya maka semua orang berhak 
melewatinya dan jika jalan itu  milik pribadi maka orang lain juga mempunyai 
hak untuk melewatinya dan pemilik tanah tidak boleh menutup jalan tersebut 
karena terdapat hak bagi orang lain didalamnya. Akan tetapi seseorang yang 
memanfaatkan harta tersebut tidak boleh memudharatkan orang lain. Sesuai 
dengan kaedah Fiqh yang menyatakan : 
 َضَلَ َرَر لََو  َرَارِض ََ.    
Artinya : “Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan 
orang lain”.42 
 
 
 
Dasar hukum Haq al-Murūr   : 
1. Al-Qur’an 
                                
    . )ديدلْا :٧) 
Artinya: “Berimananlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah 
(dijalan Allah) sebagian dari harta yang menjadikan kamu 
                                                             
41
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memguasainya, maka orang-orang yang beriman di anatara kamu dan 
menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar”. 
( Al-Hadid : 7).
43
  
   
Maksud dari menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. 
Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah SWT . manusia menafkahkan 
hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah SWT. 
Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Maksud arti dari penggalan ayat 
ini“Berimanlah kamu kepada Allah SWT  dan Rasullullah Saw dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah SWT  Telah menjadikan kamu menguasainya” 
adalah belanjakanlah sebagian hartamu di jalan Allah SWT, harta itu berada 
ditanganmu adalah sebagai pinjaman. Dahulu harta-harta itu dimiliki oleh orang-
orang sebelummu dan sekarang telah berpindah kepadamu, tetapi kelak akan 
berpindah pula kepada orang lain. Oleh karena itu pergunakanlah dalam 
pekerjaan-pekerjaan yang taat agar tidak menghadapi hisab yang pahit di akhirat 
kelak.
44
 
 
 
2. Hadist  
 َيِضَر  ِىرُدلخا ِدْيِعَس ْبَِا ْنَع ُللا  َلَق ُهْنَع , ى لََ   ِب نلا َنا ُللا  َلَق َم لَسَو ِهْيَلَع : ْمُكا ِيا
 ِتَاُقرُّطلِاب َسْوُُلْلْاَو "اوُلاَق َف َاي  َلْوُسَر ُللا اَم اََنل  ُدب اَنِسِلاََمَ ْنِم .اَه ْ يِف ُث دَحَت َن . اَذَِإف َلاَق َف
 ِر طلااْوُطْعأَف َسِلاَجِمْلا َلَِإ ْمُتْي َبأ َقْي  ُه قَح "اْوُلاَق َف  ُّقَح اَمَو اَاي ِقِْير طل  َلْوُسَر ُللا  َلَاف ؟ : ُّضَغ
 ِرَصَبلا ,ىذلا ُّفََكو , ِمَلا سلا ُّدَرَو , ُرَْملاَو  ِرَكْنُمْلا ِنَع ُيْه  نلاَو ِفُرْعَمَلِاب( ِهْيَلَع ٌقَف  تُم). 
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Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khundri bahwasanya Nabi Muhammad 
bersabda:”jauhilah oleh kamu sekalian untuk duduk-duduk ditepi 
jalan, “ maka para sahabat bertanya,”kami duduk-duduk ditepi jalan 
ada keperluannya. Karena kami becakap-cakap di tepi jalan tersebut, 
maka Rasulullah bersabda:”Apabila kamu sekalian tidak bisa 
meninggalkan untuk tidak duduk ditepi jalan, maka berikan hak 
jalan,”mereka bertanya: Apa hak jalan itu ya Rasulullah ? “Rasulullah 
bersabda:”Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi 
aral, menjawab salam, dan perintahkan kepada yang ma’ruf dan 
cegahlah dari yang mungkar.(Muttafaqun ‘alaihi).45 
 
Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa secara umum hadist tersebut 
melarang para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan, karena jalan sebagai 
tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi. 
Penggunaan kata ( َسُْولُجْلاَو ْمُكاَِّيإ...) lafadh seperti ini biasabya digunakan untuk 
memberi peringatan sebagai perintah agar menjauhi sesuatu yang buruk dan 
maknanya sama dengan melarangnya. Kata (تاَقُرُّطلا) adalah bentuk jamak dari 
(قْو ُُّرطلا), sedangkan (قْو ُُّرطلا) adalah bentuk jamak dari (قْيِرَّطلا) yang artinya jalan. 
Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah 
hak jalan tersebut”. Ibnu Hajar berkata, “dari alur pembicaraan ini jelaslah, 
bahwa larangan (duduk-duduk ditepi jalan atau semisalnya) dalam hadist ini 
adalah untuk tanzih (yang bernakna makruh bukan haram). jalan merupakan 
kebutuhan masyarakat banyak, jalan tidak boleh dimiliki oleh sebagian orang 
tertentu dikarenakan pemanfaaan jalan diperuntukkan untuk umum, penggunaan 
jalan dikhususkan kepada pejalan kaki, lintasan transportasi. Rasulullah SAW 
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memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma’ruf dan mencegah perbuatan 
yang mungkar.
46
 
Haq al-murūr merupakan bagian dari haq al-irtifāq. Haq al-irtifāq 
merupakan hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi 
atau milik umum. Haq al-irtifāq dibagi atas dua macam yaitu hak umum dan hak 
khusus. Hukum-hukum yang terkait dengan haq al-irtifāq yang bersifat umum 
yang termasuk juga kedalam syarat-syarat dari haq al-murūr  yaitu :47 
1. Jika haq al-irtifāq atau haq al-murūr terkait dengan hak bersama, seperti 
jembatan,sungai maka semua orang berhak atas benda tersebut. Dan jika harta 
tersebut milik pribadi maka pemanfaatan haq irtifāq atau haq al-murūr harus 
seizin pemilik harta. 
2. Dalam pemanfaatannya tidak boleh membawa mudharat bagi orang lain, jika 
seorang melewati lahan orang lain maka seseorang tersebut tidak boleh 
melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat bagi pemilik lahan dan 
orang lain. 
2.2.6 Hukum Pemanfaatan Haq al-Murūr    
Disetiap harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia memiliki fungsi 
sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, 
kepemilikan individu dalam pandangan islam merupakan sebuah fungsi sosial.
48
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Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di indonesia 
adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan tidak 
menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Jika pemerintah hendak membuka 
(membuat) jalan dan di atas jalan yang hendak dibuka milik warga, maka 
pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut, dan warga wajib menjualnya 
untuk pemerintah, karena hal itu dilakuakan atas dasar untuk kepentingan 
masyarakat.     
Para ulama Fiqh membagi permasalahan haq al-murūr  tentang bagaimana 
hak penggunaan seperti yang dikutib dari kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili :
49
 
1. Apabila jalan yang dilalui itu jalan raya, maka semua orang boleh melewati 
jalan itu, berjualan di pinggir jalan tersebut, memarkir kendaraannya dipinggir 
jalan itu, dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan harus 
mendapatkan izin dari penguaasa. Apabila tindakan seseorang dalam 
memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti membuat 
jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang. Akan tetapi, 
jika tidak membawa mudharat kepada orang lain, menurut imam Abu Hanifah, 
harus mendapatkan izin dari penguasa dalam pemanfaatan jalan raya itu. 
Ulama Syafi’iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan 
asy-Syaibani menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini tidak diperlukan 
minta izin kepada penguasa. Ulama Mālikiyah menyatakan jika pemanfaatan 
itu bersifat memiliki maka tidak boleh. 
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2. Apabila jalan itu merupakan jalan khusus, maka pemanfaatannya terbatas pada 
pemilik, keluarga, dan serikatnnya saja. Orang lain boleh melintasi jalan itu 
apabila jalan raya terlalu ramai. Dalam kasus seperti ini pemilik jalan khusus 
itu tidak boleh melarang orang untuk lewat dijalan itu.  
 
2.3    Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Haq al-murūr Pada Māl 
’Uqār 
 
Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu, Islam juga mengatur syarat 
memperoleh harta tersebut yang dikemukakan Abdul Halim Barkatullah yang 
dinukilkan dari pendapat Ahmad al-Syarbini yakni:
50
 
1. Harta yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ 
 2. Harta atau barang tersebut merupakan yang dihalalkan oleh Allah SWT .  
3. Pemanfaatan tidak boleh berlebihan dan menyimpang dari ketentuan syara’  
4. Menunaikan hak Allah SWT  atas harta tersebut berupa zakat dan perbuatan 
baik lainnya, serta hak-hak kemasyarakatan lainnya yang diberikan bagi 
kemaslahatan umum. 
5. Pemanfaatan harta tidak dengan tujuan membawa mudharat bagi orang lain 
baik perorangan, kelompok dan umat. 
Penguasaan seseorang untuk memiliki harta benda atau sumber-sumber 
kekayaan alam tergolong penjarahan hak dan kepentingan masyarakat umum. 
Sekiranya sumber kekayaan alam menyangkut hajat hidup setiap manusia dapat 
dimiliki secara bebas oleh perorangan serta tidak dikuasai oleh negara maka pasti 
akan terjadi penyeimpangan dalam menggunakan harta dan akan terjadi 
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malapetaka besar di muka bumi. Demi untuk melindungi kepentingan publik 
(almashlahah al-ammah), maka negara atau pemerintah berhak menyatakan harta 
benda atau sumber kekayaan tersebut sebagai milik negara dan dapat dikuasai 
oleh negara, misalnya kekayaan tamabang, pohon kayu di hutan, binatang langka, 
jalan raya, hutan lindung dan lain sebagainya. 
Pengelolaan sumberdaya alam, faktor produksi, dan fasilitas umum 
dikelola dan diatur oleh pemerintah. Contohnya berkaitan denga jalan yang 
dilewati oleh masyarakat, pemerintah mempunyai kebijakan tertentu terhadap hal 
tersebut. Kebijakan pemerintah mengatur perihal kepemilikan harta kekayaan. 
Oleh karena itu, harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam yang ditetapkan 
sebagai milik negara atau tidak dapat dikuasai atau dimiliki ole perorangan. 
Menurut Abu Hasan Bani Sadr, pemilikan yang absolut hanya terdapat 
pada Allah SWT , karena aktifitas dan realivitas manusia tidak dapat terwujud 
kecuali dalam hubungannya dengan pemilik absolut yaitu Allah.
51
    
Tentang hak milik umum ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu 
Taimiyah dan Taqiyuddin yaitu pertama, hak milik umum merupakan hak milik 
sosial sedangkan negara hanya bertindak sebagai pengatur, pendistribusian dan 
bertanggung jawab hak milik umum, didalam hak milik umum juga terdapat 
hakhak individu dan masyarakat, dalam hal negara untuk menjaga kepentingan 
umum antara individu dengan masyarakat yang terdapat dalam objek yang 
menjadi hak milik umum tersebut. Pendapat kedua, hak milik umum adalah hak 
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yang menyebutkan bahwa fasilitas umum seperti jalan, air sungai dan laut, danau, 
bahan tambang, tanah dan hamparan rumput merupakan hak milik negara.  
Menurut Ibnu Taimiyah hak milik umum meliputi :
52
 
a. Zakat 
b. Waqaf 
c. Hadiah  
d. Harta rampasan perang  
e. Pajak 
f. Kekayaan tak bertuan, dan 
g. Denda  
Adapun yang dimaksud dengan hak milik khusus adalah kepemilikan atas 
sesuatu oleh seseorang dan sekelompok orang secara bersama-sama. Hak milik 
khusus meliputi hak milik individu dan hak milik kolektif. Dalam hak milik 
khusus terdapat aturan-aturan kemaslahatan dan aturan pemanfaatan hak milik 
yang baik. Pembolehan dan pemanfaatan hak milik harus dengan jalan yang 
ma’ruf dan di dalam harta tersebut terdapat hak-hak kemasyarakatan yang harus 
ditunaikan.
53
 
Sistem Islam mengakui adanya hak milik individu dan kepemilikan 
pribadi dengan batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat-alat produksi. 
Dalam Islam, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Jika 
                                                             
52
 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam......, hlm. 226 
53
 Ibid......, hlm. 225. 
44 
 
 
negara menginginkan aset tertentu, maka pemilik aset tersebut harus 
melepaskannya dengan mendapatkan kompensasi yang layak.
54
 
Kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara atau 
kepemilikan pribadi sudah di atur dalam hukum-hukum baitul māl dan hukum-
hukum muamālah. Pengelolaan kepemilikan umum harus dilaksanakan oleh 
pemerintah sendiri agar di dalam pengelolaannya tidak menyimpang dari nilai-
nilai syari’at. 
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BAB TIGA 
ANALISIS PEMANFAATAN MĀL ‘UQĀR UNTUK 
PEMBANGUNAN JALAN DITINJAU DALAM KONSEP HAQ AL-MURŪR 
 
 
3.1 Gambaran Umum Desa Meunasah Papeun  
 
Gampong Meunasah Papeun adalah sebuah gampong dari 12 gampong 
yang berada dalam kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Krueng Barona Jaya 
Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 128 (Ha), dengan jumlah penduduk 
adalah 3.292 jiwa dan mayoritas penduduknya 100% beragama Islam, dulunya 
gampong ini masih berada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, 
pada saat tahun 2003 terjadi pemekaran dan saat itulah gampong ini masuk 
kedalam wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya. Gampong ini berdiri sejak 
tahun 1920-an, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai 
puncak kemerdekaan, desa ini sudah menjadi sebuah desa otonom walaupun 
sebahagiannya masih dikuasai penjajah.
1
 
Sebagaimana layaknya gampong-gampong di Aceh, setiap gampong pasti 
mempunyai suatu sejarah lahirnya gampong tersebut. Demikian halnya dengan 
gampong Meunasah Papeun, yang menurut sejarah bahwa gampong inidulunya 
adalah salah satu wilayah dengan dua gampong lainnya yaitu gampong Lamreung 
Meunasah Baktrieng dan gampong Lueng Ie. Ketiga gampong ini dinamakan atau 
disebut dengan Lamreung. Dengan berjalannya waktu gampong Lamreung ini 
terpisah terbagi tiga gampong, ketiga gampong ini berada dalam Kemukiman 
Ulee Kareng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2
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Gampong Lamreung ini sudah dibagi tiga, namun dalam kesehariannya 
masyarakat masih memiliki kebersamaan dan hubungan persaudaraan serta 
kekeluargaan terlihat masih sangat erat dan masih sangat kental. Secara umum 
lahirnya gampong Meunasah Papeun di dalam masyarakat sendiripun banyak 
yang tidak tahu betul tentang keberadaan gampong ini, namun beberapa informasi 
yang diperoleh dari orang-orang tua digampong ini lahir sekitar tahun 1920-an.
3
 
Dapat dikatakan masih dalam penjajahan Belanda dan saat itu gampong ini 
dipimpin oleh Keuchik Yatim, pada saat kepemimpinan beliaulah saat itu 
didirikan sebuah Meunasah yang berdinding dan berlaintai dari papan (bahasa 
Aceh Papeun), sedangkan pada saat itu papan sangat langka dan hampir tidak ada. 
Berdirinya Meunasah dari Papeun tersebut lama kelamaan orang pada saat itu 
menyebutnya dengan Meunasah Papeun yang akhirnya kemudian dinamakan 
dengan Meunasah Papeun.
4
 
Gampong ini pada tahun 1986 terkena pembebasan proyek Krueng Aceh, 
hampir 10 Ha tanah pemukiman dan perkebunan masyarakat terkena pembebasan 
lahan untuk proyek tersebut. Dengan sisa lahan pemukiman dan perkebunan yang 
terkena dampak pembangunan proyek Krueng Aceh tersebut sekarang luasnya 
semakin berkurang ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan jumlah 
penduduk baik pertambahan dari masyarakat Meunasah Papeun sendiri maupun 
masyarakat pendatang yang menetap dan menjadi warga gampong Meunasah 
Papeun.
5
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Secara geografis Gampong Meunasah Papeun termasuk dalam wilayah 
Kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar 
dengan luas wilayah 128 Ha, Terdiri dari 4 (Empat) dusun yaitu Dusun Lampe, 
Dusun Puklat, Dusun Lampaseh dan Dusun Ujong Blang. Secara administrasi 
letak geografis Gampong Meunasah Papeun Berbatasan dengan Kota Banda Aceh 
dengan 61 47’31” LU sampai 61 64’14 BT dan 76 06’33” LU sampai 76 13’60” 
BT. Secara administrasi dan geografis Gampong Meunasah Papeun berbatasan 
dengan : 
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh 
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Lueng Ie dan Meunasah Bak 
Trieng. 
c.  Sebelah Timur Berbatasan dengan Kopelma Darussalam 
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Gampong Ie Masen Ulee Kareng, Gampong  
Ie Masen Kayee Adang dan Gampong Lamgugob.
6
 
Sehubungan dengan padatnya penduduk, maka untuk memudahkan tertib 
administrasi roda pemerintahan, maka gampong ini dibagi kedalam 4 (empat) 
dusun yaitu ; Dusun Lampe, Dusun Puklat, Dusun. Lampaseh dan Dusun. Ujong 
Blang.
7
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3.2. Tanggapan Pemilik Tanah Terhadap Perencanaan Pembangunan Jalan 
       oleh Perangkat Gampong dengan Menggunakan Tanah Miliknya. 
 
Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian 
nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis untuk 
menciptakan perubahan yang lebih baik. Di pedesaan banyak terjadinya 
pembangunan jalan yang tidak merata membuat kelumpuhan di berbagai sektor 
kehidupan seperti keadaan ekonomi masyarakat pedesaan yang makin lemah. 
Misalnya infrastruktur jalan yang tidak memadai dan kurangnya perawatan 
merupakan pemandangan umum yang ada. Pembangunan infrastruktur jalan di 
pedesaan sangatlah jauh dari apa yang diharapkan untuk bisa menaikkan taraf 
hidup masyarakat desa dan mengangkat perekonomiaan di pedesaan. 
Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris gampong Meunasah Papeun 
para pihak kampong dan Keuchik beserta seluruh aparatur gampong telah 
bermusyawarah tentang proses pembangunan jalan untuk mempermudah akses 
masyarakat menuju Ulee Kareeng. Proses pembuataan jalan akan dibuat dengan 
menggunakan bebatuan dan dilanjutkan proses pengaspalan. Pembangunan jalan 
akan dilakukan di lorong-lorong desa yang dapat mempermudah akses jalan 
menuju jalan perkotaan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Rizyan kepala desa Gampong 
Meunasah Papeun adapun faktor yang menyebabkan terhentinya pembuatan jalan 
di gampong Meunasah Papeun adalah ketidak sesuain harga dalam pembelian 
tanah tersebut. sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa akan dibangun jalan 
untuk mempermudah akses masyarakat menuju Ulee Kareng masyarakat 
49 
 
 
 
Gampong Menasah papeun, sosialisasi dan musyawarah dilakukan oleh pihak 
perangkat gampong dengan masyarakat gampong Meunasah Papeun. 
Akibat tidak adanya persetujuan dari pihak pemilik tanah maka 
pembangunan jalan tersebut tidak bisa dilanjutkan, padahal pembangunan jalan 
tersebut sudah terealisasikan setengah, hanya saja  salah satu pihak warga 
gampong Meunasah Papeun ini tidak memberikan tanahnya, padahal warga 
gampong lain telah memberikan tanah untuk pembangunan jalan tersebut , sudah 
berkali-kali pihak perangkat gampong meminta untuk pihak yang mempunyai 
tanah mau mewakafkan tanahnya untuk pembuatan jalan, dan pihak perangkat 
gampong Meunasah Papeun mau untuk membayarkan kompensasi atas tanah 
tersebut.
8
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Muammar selaku pemilik tanah, ia 
beranggapan tanah yang ditawarkan oleh pihak perangkat gampong terlalu murah, 
ia menawarkan harga 600 ribu per/meter sedangkan pihak gampong hanya 
sanggup membeli 400 ribu per/meter. Alasan lain yang menyebabkan ia tidak 
menjual tanah selain faktor ketidaksesuain harga ia mengatakan bahwa tanah 
tersebut adalah karena tanah tersebut adalah peninggalan almarhumah ibunya dan 
merupakan tanah keluarga. 
Hasil wawancara dengan Dariani pemilik tanah, ia tidak memberikan 
tanahnya dijual untuk proses pembangunan jalan karena posisi jalan yang terlalu 
dekat dengan rumah, tidak ada lagi halaman rumah. Ia mengatakan bahwa posisi 
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rumah yang terlalu dekat dengan jalan akan mengganggu aktivitas dan juga 
menyebabkan kebisingan karena jaraknya yang terlalu dekat. 
Dengan tidak diberikannya izin pembangunan jalan diatas tanah miliknya, 
maka proses pembuatan jalan tidak dapat dilakukan. Kurangnya pemahaman 
agama pada masyarakat di desa ini, membuat mereka kurang faham terhadap 
pemanfaatan serta hak yang terdapat di dalam harta yang dimiliki. 
Di setiap harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia memiliki fungsi 
sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, 
kepemilikan individu dalam pandangan islam merupakan sebuah fungsi sosial. 
 Jika dilihat dari segi pemilikan harta yang terdapat pada sebagian 
masyarakat, tidak terdapat hak bagi orang lain untuk memanfaatkan harta tersebut, 
dan tidak terdapat hak untuk memaksakan tanahnya untuk pembangunan jalan, 
karena pemilik harta ini mencari hartanya dengan jerih payah sendiri, namun jika 
dilihat dari segi agama, Allah telah menegaskan dalam Al-Qur’an disetiap harta 
yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak bagi orang lain baik itu infaq, 
shadaqah maupun zakat. Dan dalam Al-Qur’an juga diterangkan setiap harta yang 
dimiliki manusia tidaklah bersifat mutlak, melainkan hanya merupakan amanah 
dari Allah untuk dipergunakan sebaik-baiknya dijalan yang diridhai Allah, 
pemilik harta yang mutlak hanya terdapat pada Allah semata. maka harta milik 
pribadi tersebut tidak mutlak milik perorangan melainkan terdapat hak bagi orang 
lain, khususnya bagi kepentingan umum. 
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3.3. Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Tanah Pribadi Untuk 
Kepentingan Umum 
 
Secara geologis  agronomis Iman Sudiyat menjelaskan bahwa tanah 
adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk 
menanami tumbuh-tumbuhan. itulah sebabnya kemudian dikenal istilah tanah 
garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. Sedangkan 
Secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifikasi sebagai permukaan bumi.
9
 
Adapun jenis-jenis hak atas tanah yaitu
10
: 
 1. Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah.  
2. Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara dalam jangka waktu tertentu.  
3. Hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 
tertentu. 
 4. Hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
wewenang dan kewajiban ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh 
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
                                                             
9
 Achmad Sodiki, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan 
Agenda Landreform, (Jakrta: Arena Hukum, 1997), hlm 19.  
10
 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 87. 
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tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelohan 
tanah.
11
 
Landasan hukum yuridis yang mengatur tentang hukum tanah adalah 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria atau biasa disebut dengan UUPA, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
12
 
Dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
pokok  Agraria yang menentukan bahwa : “Hak milik mempunyai fungsi sosial”.13 
Hidup bertetangga adalah hidup bermasyarakat yang dibatasi oleh kewajiban 
terhadap satu sama lain. Pembatasan oleh hukum tetangga bukan berarti 
pengurangan terhadap kenikmatan hak milik seseorang, melainkan untuk 
mewujudkan ketentraman dan ketertiban secara kekeluargaan dalam hidup 
bertetangga. Apabila kepentingan umum mengkehendaki, hak milik dapat dicabut 
dari pemiliknya, misalnya, untuk membangun rumah sakit, jalan raya, atau 
gedung sekolah pemerintah. Akan tetapi pencabutan hak itu harus dengan alsan, 
prosedur, dan ganti kerugian yang layak menurut ketentuan undang-undang.
14
 
Pemanfaatan Tanah Pribadi untuk Kepentingan Umum oleh perorangan 
maupun sekelompok orang untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya. 
Dalam undang-undang telah diatur mengenai hak akses jalan pada tanah yang 
terhimpit atau terkurung dengan tanah milik orang lain. Undang-Undang Nomor 2 
                                                             
11
 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 41-43 
12
 UUPA Nomor 24 Tahun 1997 
13
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2000). Cet Ke. 3. Hlm. 151. 
14
 Ibid, hlm. 152. 
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Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "pengadaan tanah adalah kegiatan 
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 
kepada pihak yang berhak". 
15
  
Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 kegiatan penyediaan tanah 
dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak atas ganti rugi tersebut. Dalam pengadaan tanah terdapat beberapa 
asas yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, 
kesepakatan, keikutsertaan, keselarasan. Tujuan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan 
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
16
 
Pada pengadaan tanah untuk kepentingan swasta murni harus berdasarkan 
kesepakatan dan bersifat sukarela, di antara kedua belah pihak tidak ada yang 
merasa terpaksa dalam menjual lahan. Berbeda dengan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum, pemilik lahan sedikit dipaksa untuk menjual lahanya untuk 
kepentingan umum.
17
 
Namun yang terjadi pada masyarakat gampong Meunasah Papeun 
sebagian masyarakat tidak memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan, 
                                                             
15
 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 
hlm. 166-167. 
16
 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan,,, hlm.166-167. 
17
 Moh Fahmi Baharudin, Mekanisme Pengadaan dan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Oleh 
Pemerintah Terkait Dengan Pembangunan Jalan Umum (Studi Kasus Pelebaran Cieter-Rawa 
Mekar Jaya), 2015, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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padahal sebagian masyarakat lain menyambut dengan baik dengan keputusan 
perangkat gampong untuk melakukan pembangunan jalan untuk memudahkan 
akses jalan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 kegiatan 
penyediaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan 
adil kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut. Para perangkat gampong 
telah melakukan  musyawarah dengan masyarakat. Dari hasil musyawarah 
tersebut terjadi kesepakatan dengan menetapkan harga tanah Rp. 400.000.,-per 
Meter untuk tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan. Pada saat itu 
harga yang ditetapkan oleh perangkat gampong sudah sesuai dengan pasaran 
harga tanah saat itu. Namun  tetap saja sebagain masyarakat tidak setuju dengan 
rencana pembangunan jalan tersebut, mereka tidak ingin menjual tanah mereka 
karena tidak adanya kecocokan harga jual dan jarak jalan yang terlalu dekat 
dengan rumah warga.   
Menurut analisa penulis dalam permasalahan ini seharusnya masyarakat 
gampong Meunasah Papeun memberikan lahannya untuk pembangunan jalan, 
karena ini dilakukan guna untuk memudahkan akses jalan masyaratkat dan juga 
jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Dalam undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960  juga sudah dijelaskan bahwa apabila kepentingan umum 
mengkehendaki, hak milik dapat dicabut dari pemilkanya, guna menciptakan 
keadilan dan kemaslahatan umum. 
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3.4   Tinjauan Haq al-Murūr  Terhadap Māl ‘Uqār Pada Pembangunan Jalan 
gampong Meunasah Papeun 
 
Haq al-Murūr pada jalan khusus milik pribadi adalah hak para pemiliknya 
dan para kerabatnya untuk lewat disana dan membuat pintu atau batas-batas untuk 
jalan itu, tetapi mereka tidak berhak menutupnya dari banyak orang yang 
membutuhkannya. Jika orang lain hendak menggunakannya harus mendapatkan 
izin dari pemiliknya.
18
 
Setiap harta milik pribadi dalam Islam sudah dijelaskan bahwa terdapat 
hak bagi orang lain dan harus diberikan kepada orang tersebut terutama untuk 
kepentingan orang banyak. Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa apabila 
seseorang menetapkan harga tidak boleh diluar batas kemampuan pembeli, 
penjual harus menjualnya dengan harga yang sewajarnya apalagi hal ini berkaitan 
dengan kepentingan umum.
19
 
Praktek pemanfaatan tanah milik pribadi dapat dilakukan dengan beberapa 
cara: hibah atau jual beli selama tidak ada dalil yang melarangnya atau dengan 
pensyaratan dalam akad, seperti seorang penjual yang mensyaratkan pada seorang 
pembeli agar ada haq al-murūr baginya atau haq syirb pada tanah lain yang 
dimilikinya. Jadi, kedua hak ini berlaku dengan adanya persyaratan tersebut.
20
 
Maksud harta disini ialah harta yang tidah bergerak (Māl ‘uqār ), di dalam 
Māl ‘uqār terdapat kebebasan bagi seseorang untuk memiliki dan 
memanfaatkannya. Di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga 
harus dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi kepentingan umum. 
                                                             
18
Wahbah zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, jilid 6, (Damsyik: Dar al-Fikr,1986), 
hlm. 409. 
19
 Ibid  hlm. 66. 
20
 Ibid hlm. 411. 
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Maka dalam harta terdapat fungsi sosial sebagai amanah Allah SWT yang 
dititipkan sementara untuk umat manusia, serta manusia diperintahkan untuk 
membelanjakan hartanya sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah SWT.
21
 
Setiap harta terdapat hak sosial, namun hak tersebut tidak boleh menyalahi 
hak pemilik tanah tanah. Dalam pemanfaatan hak sosial harus dengan persetujuan 
pemiliknya dan jika pemilik tanah mensyaratkan ganti rugi maka harus diberikan 
ganti rugi selayaknya. Harta seseorang tidak boleh diambil dengan cara paksaan 
sehingga dalam Islam memerhatikan berbagai maslahat yang timbul atas suatu 
tindakan.  
Para ulama fiqh juga telah menetapkan bahwa, boleh dipindahkan 
kepemilikan atas harta pribadi menjadi harta umum. Dalam artian apabila 
seseorang tidak berkenan memberikan hartanya untuk kepentingan umum, maka 
hak atas harta tersebut boleh dipaksakan oleh pihak yang berwenang meskipun 
pemilik hak atas harta tidak mengizinkannya. Akan tetapi, pihak yang memiliki 
wewenang tersebut harus membayar ganti rugi sepantasnya bagi pemilik harta.
22
 
Selain itu dalam Fiqh muamalah juga diatur tentang māl ‘uqār  (harta tidak 
bergerak) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dimana, dalam māl 
‘uqār  terdapat dua hak yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak 
(collective) yaitu haq al-majra’ dan haq al-murūr.  Haq al-majra’ yaitu hak untuk 
memanfaatkan aliran irigasi untuk persawahan dan haq al-murūr   ialah hak 
seseorang untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain untuk 
pelintasan jalan. 
                                                             
21
 Syeikh Syaukat Husain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 
1996), hlm. 93. 
22
 Nasrun Harun,  Fiqh Muamalah, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2007),  hlm. 80. 
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Dalam Islam juga sudah diatur bahwa manusia harus bisa mengatur 
hartanya sebagaimana perintah Allah SWT seperti untuk kepetingan umum 
ataupun masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya serta membagi-bagikan 
hartanya kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dalam memiliki tanah 
orang lain untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya sebagai sumber 
kehidupan, maka setiap orang yang harus memanfaatkan harus sesuai dengan 
kesepakatan bersama anatara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk 
menempatkan hak-hak seorang individu terhadap individu-individu lain dalam 
masyarakat, maka ulama-ulama Fiqh telah menyepakati prinsp-prinsip dasar 
sebagai berikut: 
1. Kepentingan yang lebih besar dari masyarakat harus lebih di utamakan dari 
pada kepentingan umum. 
2. Walaupun menghindarkan kerugian, dan meningkatkan keuntungan kedua-
duanya adakah tujuan syariah  amun yang pertama lebih diutamakan daripada 
yang kedua. 
3. Suatu kerugian yang lebih besar tak dapat dikenakan untuk menghindari 
kerugian yang lebih kecil atau suatu keuntungan yang lebih besar tidak dapat 
dikorbankan demi keuntungan yang lebih kecil dapat dikenakkan untuk 
menghindari kerugian yang lebih besar atau suatu keuntungan yang lebih kecil 
dapat dikorbankan untuk keuntungan yang lebih besar. 
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pemerintah desa harus 
bekerja sama dengan pemilik tanah agar pemilik tanah bersedia memberikan 
sedikit lahannya atau tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas jalan. Namun, 
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kenyataan yang terjadi saat ini, pemilik tanah yang terdapat di desa Meunasah 
Papeun enggan memberikan lahannya umtuk kepentingan umum apabila tanahnya 
tidak dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik tanah. Harga yang 
ditetapkan oleh pemilik tanah di atas kemampuan pemerintah desa, hal ini 
diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak orang lain 
dalam setiap harta yang dimilikinya. 
Pada dasarnya status kepemilikan pribadi dapat berubah status menjadi 
milik umum. Ini bisa terjadi apabila : 
1. Perubahan status kepemilikan tersebut atas kehendak sendiri dari pemiliknya. 
2. Perubahan status kepemilikan tersebut atas kehendak syara’.  
Kehendak sendiri dari pemiliknya bermaksud ada kerelaan dari pemilik 
untuk melepas haknya atas harta semta-mata untuk kepentingan umum, tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun. Sedangkan yang dimaksud kehendak syara’ yaitu 
pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam suatu negara boleh mengambil 
paksaan harta tersebut unutuk kepentingan umat yang mendesak seperti ketika ada 
kebutuhan memperluas mesjid, maka syariat Islam membolehkan pemilikan 
secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan mesjid, sekalipun pemilik 
tanah tidak berkenan memberikan atau pun menjual tanahnya. Demikian pula 
ketika terdapat kebutuhan perluasan jalan yang digunakan untuk kepentingan 
umum, pemilikan tersebut dilakukan dengan penggantian harga yang sepadan 
yang berlaku diwilyah tersebut.
23
 
                                                             
23
 Mustafa Ahmad Al-Zarqa’, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Amm, Jilid I, (Darul Fikri: Beirut: 
1968), hlm. 247. 
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Para perangkat gampong telah melakukan musyawarah dengan lapisan 
masyarakat Meunasah Papeun. Dalam hasil kesepakatan telah diambil kebijakan 
seperti menetapkan harga tanah Rp. 400.000.,-per meter karena tanah tersebut 
akan digunakan untuk pembangunan jalan di gampong Meunasah Papeun. 
Sebagian masyarakat menyambut baik atas keputusan yang diambil, karena ini 
berhubungan dengan pembangunan jalan, pembangunan jalan ini dilakukan demi 
kemaslahatan masyarakat dan sebagian masyarakat sadar akan ketentuan agama 
yang mana bahwa di dalam harga yang dimiliki terdapat hak bagi masyarakat 
umum. 
Namun realitas lapangan terdapat beberapa masyarakat yang kurang setuju 
dengan kebijakan gampong Meunasah papeun untuk melakukan pembangunan 
jalan, karena terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak menjual 
tanahnya untuk dilakukan pembuatan jalan, seperti tidak adanya kecocokan harga 
jual, terlalu dekat dengan halaman rumah. 
Dalam hukum Islam juga dijelaskan tentang di dalam hak-hak pribadi 
terdapat hak-hak orang lain, Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda: 
Hal ini sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW : 
 َح َدَ َ ث َن َُمَا َم َدََ ب َنََ ا َ ح َدََ ب َنَ َم َد ََو ي َحَه َدَ َ ث َن َلاَاَ َس َو َدََ ب َنَ َع َما َرَ َع َنَ َش ََر ي
 َكَ َع َنََ اَ  ب َ حَ ََز ةَ َع َنَ
َُش ََع يبَ َع َنَ َف َطا َم
 َةَ َبا َنَ َ ق َي َسَ َق َلا َتَ:ََُس َئ َلَ َنلاَ  ب َ َ َلَىَُللاَ َع ََل ي
 َهَ َو َس َل َعَم َنََ زلا َك
 َةاََ َ ف َق َلاَ:
 َا َنَ َ  فََ 
لا َلاَ َق لحاَ َس َوَ زلاَى َك
 َةاََ(ذمترلاَهاوري.)َ
 
Artinya : “Diriwayatkan Muhammad ibn Ahmad ibn Madwayih, diriwayatkan 
oleh aswad ibn ‘amir dari syarik dari ibn Hamzah dari Syu’ib dari 
fatimah ibn Qayyis berkata : telah bertanya kepada Rasulullah SAW 
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tentang zakat dan beliau berkata : bahwa pada setiap harta seseorang 
itu ada hak orang lain, selain zakat.” (HR. Tarmizi).24 
 
Hadits tersebut menjelaskan tentang adanya hak orang lain pada setiap 
harta yang dimiliki oleh seseorang. Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam 
harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial 
untuk kesejahteraan sesama masyarakat.
25
 Di dalam Islam menjelaskan tentang 
bahwa kepentingan umum harus didahulukan karena menyangkut tentang 
kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. 
Menurut analisa penulis seharusnya pihak-pihak terkait memberikan 
tanahnya untuk pembangunan jalan gampong di desa Meunasah Papeun, 
dikarenakan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Dalam Islam 
sudah dijelaskan bahwa di dalam setiap harta milik pribadi terdapat hak bagi 
orang lain dan harus diberikan kepada orang tersebut terutama untuk kepentingan 
orang banyak. 
 
 
                                                             
24
 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani,  Shahih  Sunan  Tirmidzi,  (Penj:  Fachrurazi), 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.123. 
25
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 67. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
 
1. Kasus terkait Māl ‘uqār untuk pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun  
tidak dapat terelesasikan, karena terdapat pihak terkait tidak menjual tanahnya 
untuk proses pembangunan jalan. Permasalahannya terdapat ketidaksesuain 
harga antara pemilik tanah dengan perangkat gampong Meunasah papeun. 
Tanah yang ditawarkan oleh pihak perangkat gampong seharga 400 ribu 
per/Meter sedangkan pemilik tanah meminta 600 ribu per/Meter. Dengan tidak 
diberikannya izin pembangunan jalan diatas tanah miliknya, maka proses 
pembuatan jalan tidak dapat dilakukan. Padahal pembangunan jalan sudah 
dilakukan setengah dan terpaksa diberhentikan karena pihak pemilik tanah 
tidak memberikan tanahnya untuk dibangun pembuatan jalan. Rencananya 
Jalan tersebut dibangun agar mempermudah akses masyarakat Meunasah 
papeun untuk bepergian ke Ulee Kareeng. 
2. Tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum 
pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun Dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 kegiatan penyediaan tanah dilakukan dengan 
cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas 
ganti rugi tersebut. Dalam pengadaan tanah terdapat beberapa asas yaitu 
kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, 
keikutsertaan, keselarasan. Dalam Kasus terhentinya proses pembangunan 
jalan karena tidak cocoknya kesepatakan harga antara perangkat gampong dan 
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pemilik tanah. Padahal Menurut perangkat gampong harga yang ditawarkan 
sudah sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, dan tanah tersebut juga untuk 
kepentingan masyarakat umum. 
3. Tinjauan konsep Haq al-Murūr  terhadap Māl ‘uqār  pada pembangunan jalan 
Gampong Meunasah Papeun, seharusnya pihak-pihak terkait memberikan 
tanahnya untuk pembangunan jalan gampong di desa meunasah Papeun, 
dikarenakan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Dalam islam 
sudah dijelaskan bahwa didalam setiap harta milik pribadi terdapat hak bagi 
orang lain dan harus diberikan kepada orang tersebut terutama untuk 
kepentingan orang banyak.  
 
4.2 Saran 
1. Disarankan kepada masyarakat gampong lebih mengerti atas peran manusia 
sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan lebih 
memahami hukum Islam agar terpenuhinya kehidupan bermasyarakat yang adil 
dan tentram. 
2. Disarankan kepada aparatur desa agar dapat mensosialisasikan tentang Haq al-
Murūr dalam Māl ‘uqār kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih 
memahami hak dan kewajibannya antar masyarakat dan dapat melakukan 
negosiasi yang baik  dengan pemilik tanah agar dapat menghibahkan tanahnya 
untuk pembangunan jalan demi  kemaslahatan umum. Dan disarankan kepada 
aparatur gampong melanjutkan mediasi tentang pembangunan jalan kepada 
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pemilik tanah yang tidak memberikan tanahnya agar pembangunan jalan di 
gampong Meunasah Papeun dapat dilanjutkan. 
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